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Kasus yang banyak meny:ta perhatsan
:medla saat ini 2dalah kasus Ja’far Umar
'Thaixb Yang. dnangkap PoIn i
M2 2002 atas doa tuduhan 3&!{:11 menghina
o P:esxden dan: Wagarab Riiserta melakukan
: penghasman massa:di. Ambon.. Polri

. __;menJemz senda_knyadengan 3 pasal UHP

sgkaligus-yaiin: pasal 154 dan ‘pasal
<180 Tentu saja kasus.ini inengundang
kontroversial., Yang pro.: .menyatakan
-tindakan Polri, benar, karena berdasarkan
‘hukum forimal siapapun yang terkena unsur-
unsur pidana dapat ditindak oleh Polrt: Dan
Yindakan Poiri bisa bermacam-macam mulai
pemanggilan sampai dengen upaya paksa,
penangkapan dan sebagainya. Secara hukum
{yuridis formal) tindakan Polrt macam itu
‘bisa dibenarkan den karena itu semua pihak
tidak perlu kaget, bingung apalagi bereaksi.
Biarkan. Polri. melakukan' penyidikannya
nanti hukumlah yang akan menilai apakah
tindakan Pelri tersebul benar atan salah,
.- Sedang vang kontra menyatakan, Polri
telah metakukan tindakan keliru dantidek
adil-{diskriminatif), Kelirn, karena menurut
yang kontra justru Ja*far Umar merupakan
tokoh pemersatn bangsa (anti sparatis=
RMS) dan membels Islam. Alasan mereka
antara:lain, ketika umat Istam di Ambon
terdesak dan terbantai, pemerintah dinilai
lamban sehingga jurniah korban umat Islam
terus meningkat dan terselamatkan dengan
kedatangan Laskar Jihad dengan operasi
kemanusiaannya-berupa obat-obatan dan
tenaga medis cukup banyak membantu dan
secara langsung juga dapat meredam konflik

jak mnggai 4 .
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msvs JA'FAR UMAR DALAM PERSPEKTIF:-‘--_ it
. YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIS

Z'Anton”fabaﬁ.f..:__'..'-i."f“"'" o

: 'karena e _u_atan Is]am menjadl sexmbang ]
“Demikian pula ketika menghadapi RMS.
Tidek adil diskriminatif), Jikala'far Umar
' r"dltuciuh menghasut ‘dan; mcnebafkan Tasa -
_ - kebencian dengan rekaman Laset kenapa

kasus Theo Syafi’i yang teiah menyulut

“penghancuran; mas;:d mashd. dl Kupang v

beberapa wakie vang lal dlbxa:xan Gleh
Polri?. Benarkah argumen seracam i, C:ava
pikir kasus.ini harus kita kall secara
mendalam dan cermat untuk mengubah opini
negatif menjadi positif dan sikap apriosi
masyarakat menjadi empati. Karena it kita
coba.kaii dengan perspekiif-yuridis
(hukum), sosiologis (sikap masyarakat vang
berkembang} dan politis {implikasinya
dengan kredibilitas bangsa Indonesia) dimata
dunia. . . . ]
ﬁqm

Saya kira berbagai statemen nctral
terhadap tindakan Polri perlu dianalisis
dalam kajian jni. Misalnya saja statemen
‘Ketwa Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi
agar semua pihak bersﬂcap arif terhadap
tindakan Polri dalam menangani kasus Ja’far
Umar dan tidak perlu bereaksi apa-apa
karena ‘Polri sudah cukup hati-hati dan
proporsional murni hukum. Bahkan beliau
berulang-ulang menyatakan, kalau semua
pihak menuntut ditegakkan hukum kenapa
mesti 'sewot’ dengan tindakan Polr apalagi
dengan mengerahkan massa? Hal yang sama
juga disampaiken Keiva Umum PPP
Hamzah- Haz meskipun diprotes karena
menjenguk Ja'far Umar ditahanan Polri.
Dalam sisi ini memang t2k lumnrah jika seorang



_ -Wapres sampal men;enguk tcrsangka karena__ 3
- ‘pasti akan mengundang berbagai oplm yang . =

Totak mengumungkan Hamzal Haz.'.

“Dialam pcr‘;}wk.txf yuridis tindakan Polri .

-bksa damai Jdumi kerena kepolisian adalah

msinusx u"uversal vang harus pedualiv

' h,rhadap peianggamnmauvun amda}cpldam'---i T

yang telah dizivr oleh hukum. Sesuatu
mrbuama_b;sa 'nasuk dalam megen tindak

ms!ah pzhak~pmak yang mé[}}’&’[ﬁlﬁ’.aﬂ banwa
Eméakaﬁ ?oln terhadap ‘kasus-ini benar-

CpEar mumi .;uku"l dapht Kita sikapisecara

‘positif-jangan maleh apriori, Semeniara
pihak-pihak vang meauduh Polii bermain
‘politik dan menudih ada pihak fertentu
yano mengmtewcns: Polri bisa kita sikapi
secara cz:rda:; dan cepnt; Terhiadap kelangan
im Sc.,mestmya hercermin diri, tidakkah
Justr pahan-pah'm ind yang terjebal bermain
‘Jout;%c dah intervenst pada Polii ? Misalnya
saja‘ada sme anggota MUI yang meng-
gebu-geby menyulahkun tindakan Polri
tanpa argumen hulkum yang jelas, Apa tiu
namanya bulran mtcrvenm dan herpﬂimk
praktis ? -
Aiaa Bukii, 3 ; :
“Dalam menganahszs dari sisi yurxd:s ini
' perh; Euranya kita singgung tenitang alat bukt
vang mmgawai: ‘tindakan upaya paksa
kepolisian sebapai langkah’ penyidikan
terhadap Ja’far Umar Thalib maupun Alex
Manuputy. Pada pasal 164 KUHP secara
tegas dinyaiakan fentang alat-afat bukti yang
syah menurut hukum adalah keterangan
‘'saksi, keterangan ‘ahti, surat, bukti-bukti
‘petunjuk dan keterangan tersangka. Polisi
“menangkap Ja'far Umar Thalib bukan
hanya berdasar bukti rekaman kaset tetapi
“diléngkapi bukti- bukii lain yang lebih akurat,
'Sepem Keterangan saksi- saksi, bukti
petunjuk. Adapun rekaman kaset pidato

9z

(menaburkan kébencian-dan pe
aniara umat Kristen dan Islam 'sg.bmgga

“massatiristentsaatsdtusiPoli

satu-sawnya alat bai{ii karena Polisi
iahu persis kKalau hanva rekaman ls::u:t tidak

" culkup kuat untuk dijadikan alat buldi kecuali

rekaman itu sudah diperkuat dengan

‘Leterangan ahli suara. Jika kaset rekaman
“telah dikutkan dengan Keterangan ahii susra
‘maka rekaman tersebut dapat memmg!vm
'menjads alat bukt keterangan ahli, 0

Anilah edanya dengan: kasus Théo

'Syziz:’l (1999) yang pernah; __:fgxmc%uh

pidatonya'di i upangzelah mengadudo ba

i:cbarapa hasfid di Kupang hangug d;é)akc.r

mengumpuikan alat buktl lainnya unm}f
menyidik Theo Syafi'i dan hal itu sava kira
takiterialu sulit karena saksi-saksihaik
perorangan maupun. fembaga {organisasi)
banyak vang siap menjadi saksi.'Dan:jika
rekaman Theo Syafi'i tersebut dimintakan
katerangan ahil suara maka olomatisduga
akan menjadi alat bulci yang culkup kuat.
Di Kepolisian Amerika telah banyak
memiliki ahli-ahili suara bahkan banyak ahli
suara-di :Kepolisian Amerika yang juga
Profesor, Hal ini harus dilakukan oleh Polri
untuk menepis kesan atau opini publik Polri
ielah ‘diskriminatif memperlakukan Ja’far
Umar dengan perlakuannya terhadap: Theo
Syafi’i karena kedua kasus fersebut
berdampak hampir sama yaitu timbulnya
rasa permusuhan antar umat beragame. '

‘K asus tindak pidana yang menggunakan
kaset rekaman merupakan signal penting
untuk dicermati oleh Polri apalagi-diera
demokratisasi saat ini dimana kebebasan
bicara telah mencapai klimaksnya. Kalau kita
juiur era reformasi yang sudah 4:tabun
berjatan ini baru satu yang berhasit secara
mencengangkan yaitu kebebasan berbicara
dan berpendapat bahkan nyaris kebzablasan
menjadi bebas menghujat dan bebas
memfitnah?. Dan jikajujur “kebebasan” yang

r _ hanya]ah sisi fain yang lebih menguatkan '



kabablasan ini aia yang men;adx biang Leiadn
_ “kegagalan era reformasi | éewasa ini'yang
sudan’ borasia 4l lﬂ.hll.ﬂ tefa;n bzlum
mcnghasﬂkzm 1pa apa ‘kepuali saling Sikat
‘dan’” saling tak” percaya di’ kalangan ‘elite
pohtlk yang: semakin me;wmg}.ai Rcfermam
-seakan tanpa’ arali dan v:sn }mm{_ge%as H
?ersgeku%’ Sosne!ogzs o -

“Kasus Ja’far Umar menjadi perly’ duca_;z
dikaitkan dengzm teori penyadaran hakum
“dan’ penyadaran bﬁnnasyarakat {law’ ab:fi-

L ing c1t17e:n} di alam demokrast modern yang
~dinaimis seria. mempﬁhsxkan masyara}\at_- -
{commanity : ‘policing) -dalam”artian

‘membangun. disiplin ‘dan kepamhan

...masyarakat tcrhadap hukim maibun .

OOIRA-NOms yang tclah disepakatl {Law
enforcemeni in Demec.’at:c Somety, I
Skolniek). Kajian ini sangaz relevan jika
didalami pula’ _mez_oda ‘community polic-
ing” terbaru dari Robert Trojanowick (1998)
dalam buku karymya berjudul “Commu-
mty Policing™; A Cmtempo_rary_ Perspec-
tive™. Buku yang ditulis bersama 4 sekawan
{Victor E. Kappeler, Larr} K. Gaines dan
Bonnie Bucqueroux) ituselain menawarkan
10 prinsip dasar memasyarakatkan
kepolisian juga menjelaskan berbagai
stimulan yang mendasari sikap dap perilaku
masyarakat dan bagaimana podisi harus
bertindak guna membina masyarakat
demeokratis (patub pada hukum), Berbagai
stimulan perilaku itu ternvata factor
intelektual dan pemahaman terhadap agama
seseorang,  lebih “dominan menjadi
perangsang (st;_mulus) perilakunya,

Munghin ada relevansi erat dengan kasus.
yang kita bahas. Fakior intelekmal kasus
ini masih bisa dsperdebc_ikzm sqauhmana"_
intelektual yang bersangkutan karena ini -
akan sangat bz,rpcngamh terhadap kadar.

pemahaman-aiaran agama yang dianuinya,

Disini hendak kita kaji kenapa aéakelomf;ok '

keras yang dibungkus dalam kaidah agama.
Pada hal bersumber dari afaran yang sama.
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= Contoh ‘;én'aang konbep amar-ma’ruf" -
nahi minkar dan: Jihad. Memaﬂg ada ayat
yang’ menyatakan 3 sﬂcap (aiiswde}.

‘menghadapi ke:munkamn {kejaaatan) Yaitu]
pertama’; haru:, d!hadapl dcngan keluatan

(_btyadxhl} vang dalam kopsep hukun
diartikan “upaya paksa”, kedua dibadapi
dengan lisan {naschat) dan kenga dihada ani
dengan hati (do ‘a).: Tetapi dalam konsepsi

demokrasi modern telah disepakan bersama ©

bahwa yang berhak: melakukan upaya paksa

: '-'_hanya sebuah‘institusi resmi ‘negdia yaity
:--_-(pohsl) ‘Konsep: demokrasz mudem Ani-
. selain untuk menjamin k::pa_uan kv juga -

terwu_ludnya tertib-sosial yang harmonis
dalam:negara. Tak dapat dibayanghkan.
apabxla setiap ‘kelompok? ‘apalagi “setiap
orang dalam sebiah komunitas banpsa dapat
melakukan “upaya paksa™ pastilah negara
atau bangsa tersebut akan hancur karenayang
terjadi adalah tirani dan saling baku bunuh.
Karena itulah fatwa ulama terhadap
pemahaman ayat tersebut sudah jelas
bahwa umat atau masyarakat hanya punya
dua kewajiban jika:mengetahui adanya
kemunkaran yaitu beguang dengan Hsan atay
tulisan (nasehat) termasuk unjuk rasa dan

‘dengan do’a. Tnilah perlunya memasyarakat-

kan hukum dan kepolisian {(community
policing) harus difahami setiap orang.
Dalam perspekuf sosmlogls memba-

 ngun empati menjadi pentmg disosialisasi-

kan. Empati yang kita bangun disini adalah

g memposmkan dm dalam pihak yang

berwenang menangani permasalahan

* {kasus).: Cobalah' posisikan diri kita pada

institusi penegak hukum: dan ketertipan jika

‘menghadapi kasus ini. Pasti kita akan

. 'melakukan tindakan hukum demi terjamin-

" nya kepastian hukum dan ketertiban nmum
"Dari arah ini Jalu kita kembalikan lagi ke

- aspek hukum {yuridis). Jika seseorang atau
kelompok tak puas ierhadap tindakan aparat

berwenang maka lawanlah dengan hukum
pula, bukan dengan pengerahan massa apa-



lagi denpan-cara-cara melawan, hukum
{anarkhis), Karena penegak hukum juga
tidak kebal hukum danterus dikontrol
berlapis-lopis bahkan oleh masvarakat
dengan-cars Pra Peradilan dan scbagainya,
Perspeltif Poliis, -0 o0 G
wx Communtty, policing potuk mewuiud
Saw abidme citizen” (wargs negars
vang patoh dakure } menjadl saogat nenting
di.glamedemolkrasi dewnsa in kurena hal
tersghul-dapat mempengarubi peta: politik
dan kondisi keamanan bangsa yang bersang-
futan.. Kekefiruan. dalsm -memabamni
demokragi dan ajarap agamanya akan berpe-
ngaruh.pada kondisi keamanan inasional
suziy bangsa dan hal ini akan membenink
opiai dunia bzhwa negara tersebut fidak
aman. Sceara politis kekelirvan mnemahami
demokratis disini teslihat adanya kelompok
FEM (Forum Kedaulatan Matuku). RMS
{Republik Maluku Selatan) dan GAM
{Gerakan Aceh Merdeka) yang ingin
memisahkan din dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia ((NKRI), Kelompok-
kelompol ini secara politis meupun yuridis
jelas keliru karena mereks telah melakukan
tindakan separatis yang tak akan dapat
dukungan dari

ka

itu perjuangan kaum separatis akan sia-sia,
Sedangkan kekeliruan memahami agama juga
akan menimbulkan sikap dan tindakan yang
keliru sebapaimans silap keras dan befr"tgégai
tindakan “upaya paksa” vang dilakukan
kelompok-kelompok garis keras seluma ind,
Akhirnye mute agama sebagal ra_hzﬁaza_iﬁ
it alarnin (penyeiuk banges) akan_te_rc.%améé%
pada kehambaran yang kontra produlsf

- Opin dunia terhadap kondist Indong-
sia yang Kurang mesguntungkan ini terus
kita cobz konter dengan, meﬂgi{éndi_si%;an
keamanan yang kondusif. Tetapi jiks masih
ada kelompok-kelompok yang kelirn
memahami demokrasi dan terhadap ajaran
agamanya, maka pengiptaan opini positif
jadi semakin sulit. Dan ini akan berpengaruh
besar terhadap perkembangan ekonomi.
Dalam tataran ini maka seluruh bangsa. In-
donesia harus satu tekad satu misi dag satu
visi mewujudkan masyarakat yang p_a_tuh
hukuem (law abiding citizer and community
policing) karena intl dari masyarakat
demokratis adalah pada tingkat kepatuh-
annya terhadap hukum.
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